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ABSTRACT 
 
Indonesia has ‘self assessment’ tax system to fulfill taxpayer obligation in complying Tax Laws 
andRegulations. In fact tax administration could occasionally make tax audit resulting a different 
assessment and therefore taxpayers still have to pay. Any tax dispute of the tax administrations 
assessment will be reviewed by filling complain, and later any further tax assessments dispute will be 
solved by bringing the case by appealing to Tax Court. Study uses field data and other related readings,in 
field research is collecting related data including appeal letter and the Tax courts process, as well as 
library research collecting related data to support the analysis. Result of the research on three tax payers 
shows caused by some taxs or fiscals corrections, and in the tax court is neither not supported with 
reliable evidences, nor tax payers do not completely fulfill tax laws and regulations. The study on the 
cases suggesting that taxpayers have always to provide all related documents to make tax audits done 
accordingly, and tax payers could explain them to judges, and suggestions for tax court could possibly to 
complete the review in six moths or sooner to avoid unnecessary additional cost to taxpayers on penalty. 
 




Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment dalam pemenuhan kewajiban Wajib Pajak 
dengan benar sesuai Undang-undang dan Peraturan Perpajakan. Namun Fiskus masih bisa melakukan 
pemeriksaan yang berbeda dengan perhitungan Wajib Pajak dan mengeluarkan Surat Ketetapan. Solusi 
sengketa pajak atas ketetapan Fiskus, dapat melalui keberatan dan jika keputusannya masih belum 
diterima, Wajib Pajak, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Penelitian memakai data 
lapangan dan kepustakaan, dan penelitian lapangan mengumpulkan data terkait juga surat banding, 
proses sidang Pengadilan Pajak, serta penelitian pustaka dengan data dan referensi pendukung.Hasil 
penelitian kasus sampling beberapa (tiga) Wajib Pajak, diawali koreksi Fiskus, dan proses persidangan 
atas koreksi fiskal namun Wajib Pajak tidak melengkapi bukti ataubelum melaksanakan peraturan 
perpajakan. Atashasil penelitiankasus, penulis menyarankan tersedianya semua dokumen yang perlu 
agar pemeriksaan dapat berjalan sesuai bukti dan Wajib Pajak dapat memberikan pendapatnya dalam 
persidangan dari bukti yang ada. Saran untuk Majelis, agar diusahakan proses lebih cepat 
menyelesaikan sengketa bila mungkin dapat diselesaikan dalam enam bulan agar sanksi pajak terhadap 
Wajib Pajak tidak terlalu besar. 
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